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Memperhatikan

.-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Noror 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

10.

1.

12

13.

14.

18.

Republik Indonesia Nomor 4430);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana lelah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3763),

Peraturan Pemerintan Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Nomor 41); l :
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antera Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan  Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Momor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang
Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah ~( Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );

Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei
2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi
Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib
Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun di Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pendiriai, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan |Izin

Sekolah

Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

Rekomendasi dari Kecamatan Leuwiliang Nomor ; 421.1/17-Kesra tanggal
November 2013

Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIV
Kecamatan Leuwiliang Nomor @ 421.2/194-UPTP XIV/2013 tanggal 12
November 2013

Surat Keterangan dari Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten
Bogor Nomor : 474.4/15/VI1/2013 tanggal 11 Juli 2013
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Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud
pindah alamal, berganti yayasan dan alau dipindahtangankan kepada yayasan

m maka kepulusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian

Dalam hal peiaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan
pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi langgung
Jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau ba
demi hukum; -~

Segala penyimpangan dan atau kelalaian a
keempat keputusan ini baik sengaja maug
kewibawaan Pemerintah Kabupal

hukum; - i




